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ABSTRAK

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh membawa perubahan
signifikan di dalam tata kehidupan masyarakat Aceh. Sebelumnya,
hukum Islam hanya sebatas norma, tetapi sekarang ia telah
terformalisasi menjadi hukum positif yang berlaku mengikat
(binding force) dan wajib dipatuhi. Begitu pula adanya ganun jinayat
Aceh yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di bidang hukum pidana
berlaku bagi setiap muslim di Aceh berdasarkan asas personifikasi.
Qanun jinayat yang kedudukannya setingkat peraturan daerah
(perda) provinsi turut mengatur tata kehidupan militer, berupa
penundukan diri prajurit TNI ke dalam sistem peradilan syariat Islam
di Aceh jika melakukan jarimah bersama-sama oleh mereka yang
menjadi justisiabel peradilan syariat Islam. Hal ini menimbulkan
kompleksitas berbagai problematika yuridis. Pasalnya, terkait
penundukan diri terhadap lembaga peradilan di Indonesia, setiap
prajurit TNI telah terikat dengan serangkaian hukum militer juga
berdasarkan “asas personalitas”, yang secara hierarki perundang-
undangan kedudukannya jauh di atas ganun dan berlaku secara
nasional. Selain itu, jauh sebelum adanya ganun, sistem penegakan
hukum pidana bagi prajurit TNI dijalankan oleh sistem peradilan
militer yang memiliki struktur hukum berbeda dan menerapkan
konsep pemidanaan tersendiri sesuai dengan budaya hukum yang
berlaku khusus bagi prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara.

Penelitian ini akan menjawab tiga pokok masalah. Pertama,
sejauh mana keberlakuan ganun jinayat bagi prajurit TNI dalam
sistem penegakan hukum pidana di Aceh? Kedua, bagaimanakah
implikasi yuridis penerapan ganun jinayat terhadap sistem
penegakan pidana bagi prajurit TNI di Aceh? Ketiga, mengapa
penerapan ganun memunculkan problematika dalam sistem
penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh? Basis penelitian
ini adalah penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan hasil
telaah berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
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serta didukung wawancara dengan sembilan orang ahli hukum yang
mewakili unsur-unsur aparatur penegak hukum di lingkungan
peradilan militer, unsur pemerintah (Kemhan RI), dan mantan hakim
konstitusi MK untuk memperkuat objektivitas argumentasi hukum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
dan pendekatan kasus (case approach), dan dianalisis menggunakan
teori validitas berantai, teori pluralisme hukum, teori penegakan
hukum serta teori pemidanaan “retributif dan utilitarian”.

Penelitian disertasi ini menemukan tiga jawaban pertanyaan.
Pertama, ganun jinayat tidak berlaku mengikat (binding force) bagi
prajurit TNI dalam sistem penegakan hukum pidana di Aceh.
Kompleksitas problematika yuridis menjadi celah hukum berlakunya
ganun tersebut. Superioritas hukum militer yang yurisdiksinya
menjangkau hingga luar negeri dan asas-asas pengorganisasian
militer tertutup untuk dapat disimpangi ketentuan ganun jinayat.
Kedua, adanya ganun jinayat tidak memengaruhi sistem penegakan
hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh. Terdapat perbedaan konsep
penegakan hukum antara ganun jinayat dan hukum militer yang
sangat mendasar, sulit menyatukannya dalam satu konsep penegakan
hukum menurut ganun, sehingga bagi setiap prajurit TNI yang
melakukan tindak pidana bersama muslim sipil di Aceh yang
menjadi justisiabel peradilan syariat Islam, penegakan hukumnya
dilakukan secara terpisah (splitsing) dari muslim sipil tersebut.
Ketiga, ganun jinayat Aceh yang mengadopsi konsep pemidanaan
pada tindak pidana ringan tidak relevan diterapkan bagi prajurit TNI
sebab dapat mendekonstruksi sistem pemidanaan terhadap militer
yang sudah terkonstruksi secara sistematis dalam rangka mendukung
pertahanan negara. Hakikat tujuan pemidanaan militer adalah
mengembalikan sikap, nilai, dan pandangan militer (military mind)
dan hanya dapat dicapai dengan menerapkan hukuman bersifat
pemberatan.

Kata Kunci: Qanun Jinayat Aceh, Penegakan Hukum, Hukum
Militer, Prajurit TNI.
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ABSTRACT

The enactment of Islamic law in Aceh has brought significant
changes to the way of life of the Acehnese. While previously, Islamic
law was only deemed as a norm, now it has been formalized into a
positive law with legal binding force to be obeyed. Likewise, the
Qanun Jinayat in Aceh, as an implementing regulation for Law
Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh in the field
of criminal law, applies to every Muslim in Aceh based on the
principle of personification. Qanun Jinayat, which is at the level of
Provincial Regional Regulations (Perda), also regulates military life,
in the form of submission of TNI soldiers to the Islamic Sharia
justice system in Aceh. Therefore, if those subject to Islamic Shariah
judiciary commit a criminal act jointly, there will be complex
juridical problems. This is because, with regard to submission to the
judiciary in Indonesia, every TNI soldier is bound by a series of
military laws that are also based on the "principle of personality”,
which is hierarchically positioned far above ganuns, and applies
nationally. In addition, long before the existence of the ganuns, the
system of criminal law enforcement for TNI soldiers was run by the
military justice system, which has a different legal structure, which
applies as a separate punishment concept in accordance with the
applicable legal culture specifically to TNI soldiers as a means of
national defense.

This research will answer three main issues, namely: First,
how far is Qanun Jinayat applicable for TNI soldiers in the criminal
law enforcement system in Aceh? Second, what are the juridical
implications of implementing the Qanun Jinayat for the criminal
enforcement system for TNI soldiers in Aceh? Third, why does the
application of the ganun raise problems in the criminal law
enforcement system for TNI soldiers in Aceh? This research was
based on normative legal approach with an emphasis on the results
of a review of various primary legal materials and secondary legal
materials, supported by interviews with nine legal experts

XV



representing elements of law enforcement apparatus within the
Military Court, elements of the government (Ministry of Defense of
the Republic of Indonesia), and former constitutional judges of the
Constitutional Court to strengthen the objectivity of legal arguments.
This study used a statue approach, conceptual approach, and case
approach, and was analyzed using chain validity theory, legal
pluralism theory, law enforcement theory and “retributive and
utilitarian” punishment theory.

This dissertation research found three answers to the provided
questions, namely: First, Qanun Jinayat is not a legally binding force
for TNI soldiers in the criminal law enforcement system in Aceh.
The complexity of juridical problems becomes a legal loophole for
the implementation of the ganun. The superiority of military law
whose jurisdiction reaches abroad and the principles of military
organization are closed so that provisions can be deviated from the
Qanun Jinayat. Second, the existence of Qanun Jinayat does not
affect the criminal law enforcement system for TNI soldiers in Aceh.
There is a very basic difference in the concept of law enforcement
between Qanun Jinayat and military law, which makes it difficult to
unite them in one concept of law enforcement according to the
ganun. Hence, every TNI soldier who commits a crime against the
civilian Muslims in Aceh, who are subject to Islamic sharia justice,
will have a separate trial (splitsing) from the Muslim civilians. Third,
Qanun Jinayat Aceh, which adopts the concept of punishment for
minor crimes is irrelevant for TNI soldiers because it can deconstruct
the criminal system against the military, which has been
systematically constructed in order to support national defense. The
essential purpose of military punishment is to restore attitudes,
values and military mind, which can only be achieved by applying
aggravating punishment.

Keywords: Qanun Jinayat Aceh, Law Enforcement, Military Law,
TNI soldiers.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi
ini mengacu kepada ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

I}:,:gf Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
[ Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ § es (dengan titik atas)
z Jim J Je

d Ha’ h ha (dengan titik bawah)
d Kha’ Kh ka dan ha

4 Dal D De

3 Zal VA zet (dengan titik atas)
J Ra’ R Er

J z7a’ z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
e Sad S es (dengan titik bawah)
g% Dad d de (dengan titik bawah)
b T3 t te (dengan titik bawah)
b 7a’ z zet (dengan titik bawah)
4 ‘Ain 1 Apostrof terbalik

& Ghain Gh Ge

o Fa’ F Ef

d Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

13 Niin N En

3 Waw W We

2 Ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof

I Ya’ Y Ye
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B.

Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
Kata Arab

Ditulis
3adaia Bla muddah muta ‘ddidah
Crmlia (yidia rajul mutafannin muta ‘ayyin
C. Vokal Pendek
Harakah Ditulis Kata Arab Ditulis
Fathah A JBy pai (e man nasar wa gatal
Kasrah I 43 (e aS kamm min fi’ah
pammah U u-ut{uu-w sudus wa khl_Jmus wa
t) sulus
D. Vokal Panjang
Harakah Ditulis Kata Arab Ditulis
Fathah A Ol (315, oG fattah razzag mannan
Kasrah I 8d g (pSna miskin wa faqir
Dammah U TIAsdsde dukhiil wa khurij
E. Huruf Diftong
Kasus Ditulis | Kata Arab Ditulis
Fathah bertemu waw mati Aw KPI TN Mauliid
Fathah bertemu ya’ mati Ai S Muhaimin
F.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Kata Arab Ditulis
acilf a’antum
Cr AU cise u ‘iddat li al-kafirin
pl S (il la’in syakartum
Ol ddle) i ‘anah at-talibin
G. Huruf Ta’ Marbitah
1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.
Kata Arab Ditulis
HE NS zaujah jazilah
Badaa 4 jizyah mufaddadah
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Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah
diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan
sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab Ditulis
£ saxal) Alasi takmilah al-majmii ‘
daal) 3 gl halawah al-mahabbah

. Bila t@’ marbitah hidup atau dengan harakah (fatkah, kasrah,
atau gammabh), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang
relevan.

Kata Arab Ditulis
Jhadl) 3183 zakatu al-fifri
bl 3 paa I ila hadrati al-mustafa
slalal) Al jalalata al- ‘ulama’

. Kata Sandang alif dan lam atau “al-”
. Bila diikuti huruf gamariyyah:

Kata Arab Ditulis
Jilsal) duay bahs al-masa’il
Al J panal) al-mahsil li al-Ghazalt

. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan
huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf

“1” (el)-nya.
Kata Arab Ditulis
Ol ddle ) i ‘anah at-talibin
(23Lal Al ) ar-risalah li asy-Syafi T
Ml @A syazarat az-zahab
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Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
berkat rida-Nya, penulisan disertasi dengan judul “Kompleksitas
Pemberlakuan Qanun Jinayat Aceh Sistem Penegakan Hukum
Pidana bagi Prajurit TNI” dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi,
rangkaian proses penulisan disertasi ini dilaksanakan pada saat
situasi global dunia sedang menghadapi bayang-bayang ketakutan
akibat pandemi Covid-19 yang telah memakan korban tidak sedikit
jumlahnya, termasuk salah satunya rekan kami sekelas Sdr. Hamsah
di Program Doktoral (S-3) Studi Islam Konsentrasi [Imu Hukum dan
Pranata Sosial Islam Angkatan 2019 Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga.

Penulisan disertasi ini tidak akan berjalan dengan baik dan
lancar tanpa segala dukungan dari semua pihak, baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam memberikan sumbangsihnya,
sehingga mampu menjadi karya ilmiah yang mampu mengadopsi
nilai-nilai adiluhung berasal hukum Islam dan kultur kearifan lokal.
Disertasi ini bertujuan memberikan gambaran yang objektif
terjadinya titik singgung antara hukum militer Indonesia yang
berlaku secara universal dan ganun jinayat Aceh yang berlaku karena
kekhususan suatu daerah. Menariknya, ganun jinayat Aceh yang
kedudukannya setingkat perda provinsi turut mengatur tata
kehidupan militer dalam sistem penegakan hukum pidana yang
sesungguhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena
itu, dengan tidak bermaksud menyudutkan pihak mana pun, tetapi
semata-mata hanya demi kemajuan ilmu pengetahuan, disertasi ini
akan menguraikan kompleksitas problematika yuridis akibat
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superioritas hukum militer dan juga di sisi lain hukum militer yang
telah memiliki konsep tersendiri dalam sistem penegakan hukum.

Disertasi ini diharapkan dapat menjadi literature review di
tengah minimnya kajian hukum militer yang dieksplorasi secara luas
dan cenderung masih bersifat eksklusif di kalangan internal institusi
TNI. Dengan begitu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima
kasih yang setinggi-tingginya kepada

1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., jabatan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta selaku Promotor I, serta Dr. Ocktoberinsyah,
M.Ag., selaku Promotor Il atas segala bimbingannya;

2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A.
beserta segenap staf dan karyawan;

3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prof. Abdul
Mustaqim, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan karyawan;

4. Prof. Noorhaidi, M.A.Phil., Ph.D., selaku dosen pembimbing
akademik;

5. Segenap guru besar dan dosen pengajar yang telah
memberikan materi pembelajaran selama kuliah S-3 di
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Prof.
Dr.H. M. Amin Abdullah, M.A, Prof. Noorhaidi, M.A.,
M.Phil., Ph.D., Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.,
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Drs. H. Ratno
Lukito, M.A., DCL, Prof. Dr.H. Agus Moh.Najib, S.Ag.,
M.Ag., Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Dr. Phil. Sahiron
Syamsudin, MA., Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si., Dr. Ali
Sodigin, M.A., Dr. Abdul Haris, M.Ag., Dr. Ahmad Babhiej,
S.H., M.Hum, dan Dr. Muhammad Yunus, Lc., M.A.;

6. Segenap tim penguji tugas akhir: Prof. Dr. H. Makhrus
Munajat, S.H., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., Prof. Dr.
Euis Nurlaelawati, M.A., Prof. Alyasa Abu Bakar, Prof. Dr. H.
Abdul Mustagim, S.Ag., M.Ag., Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.,
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H.,dan Ahmad Rafig, M.Ag., MA.,
PhD.;
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7. Segenap narasumber yang telah memberikan sumbangsih
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila
sebagai ideologi hukum nasional (legal ideology) merupakan sistem
nilai-nilai dan cita-cita yang kemudian diterjemahkan dalam produk-
produk hukum Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat penuh,
Indonesia berhak mengatur tatanan hukum secara mandiri guna
menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib serta
aman dalam rangka menjamin hak-hak konstitusi warga negaranya.
Dengan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat, tujuan negara
yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan
tercapai.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum nasional berfungsi
untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak warga
negara dari terjadinya suatu pelanggaran hukum. Hukum pidana
merupakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu
negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechtsorde),’
yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan
mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggarnya.? Hukum
pidana juga dimaknai sebagai serangkaian ketentuan-ketentuan yang
mengatur: tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang
(terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam
pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan,
serta melaksanakan pidana.®

Mengutip pendapat Pompe, Sianturi menyatakan bahwa hukum
pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap

! Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, ed. revisi (Jakarta: Rineka Cipta,
2008), 8-9.
2 1bid.
3 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya (Jakarta: Babinkum TNI, 2012), 9.
1



2

tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam
pidananya yang bersesuaian.* Hukum pidana di dalamnya juga
mengatur perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan
pidana dan sanksi apa yang diterima oleh si pelaku yang melanggar
hukum. Sementara itu, perbuatan melanggar hukum tidak hanya suatu
perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, tetapi juga
suatu perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban
yang didasarkan atas hukum. Hukum pidana terbagi menjadi dua
macam atau biasa disebut hukum pidana bermakna jamak, yaitu
hukum pidana materiel (ius poenale) dan hukum pidana formal (ius
poenendi).’

Negara melalui aparatur penegak hukumnya menjalankan
hukuman kepada individu yang dinyatakan bersalah, yaitu dalam
rangka menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya pribadi
manusia tidak disinggung, dan tetap dihormati dilakukan dengan cara
yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pada satu
pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia
terhadap serangan siapa pun juga, sedangkan pada pihak lain,
pemerintah/negara menyerang pribadi manusia yang hendak
dilindungi dan dibela itu. Tata cara dan hakikat di dalam menjatuhkan
hukuman kepada pelaku kejahatan ini biasa disebut konsep
pemidanaan.

Suatu konsep pemidanaan merupakan salah satu bentuk upaya
pemerintah/negara dalam mencegah timbulnya kejahatan dan
pelanggaran hukum oleh masyarakat, baik di lingkungan masyarakat
umum (sipil) maupun di lingkungan militer. Adapun tolok ukur yang
dijadikan dasar oleh hukum negara dan aparatur penegak hukumnya
di dalam menjatuhkan sanksi pidana harus dilihat dari dua sisi, yakni
kekejian pelaku pidana dan kerugian yang diderita oleh korban.
Makhrus Munajat menjelaskan bahwa hukum positif dalam
menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan pertimbangan bahwa
perbuatan seorang itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada

4 1bid., 14.
5> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di
Luar KUHP, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), 18.
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sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat.® Pada konteks
ini, hukum pidana, baik formal maupun materiel, yang diberlakukan
di Indonesia dimaksudkan untuk melindungi warga negara sesuai cita-
cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945.

Mendasarkan pada tujuan tersebut di atas, ganun jinayat sebagai
bagian dari hukum positif yang ada di Indonesia dan diberlakukan
secara khusus di Provinsi Aceh adalah dalam rangka membumikan
hukum pidana Islam di provinsi yang memiliki julukan “Serambi
Mekkah” dengan lebih mengedepankan perlindungan akhlak manusia.
Seperti telah diketahui, setelah berakhirnya darurat militer yang
diberlakukan pemerintah RI dan terjadinya gempa bumi tsunami yang
menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat Aceh, dalam rangka
membentuk tatanan baru yang lebih bermartabat, pemerintah RI dan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani nota kesepahaman
(MoU) di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 guna
mengakhiri konflik bersenjata secara damai.

Salah satu poin penting dalam MoU menyepakati dibentuknya
undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh sesuai
keistimewaan yang dimiliki, terutama penyelenggaraan syariat Islam.
Tindak lanjut hal tersebut direalisasikan dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
yang digunakan sebagai dasar pijakan pemberlakuan syariat Islam di
Provinsi Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,
pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh meliputi bidang ibadah,
hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana (jinayah), peradilan,
pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam makin memiliki
legitimasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 makin
menegaskan bahwa eksistensi hukum Islam di Aceh sudah menjadi
hukum nasional, baik dari sisi materi hukum, aparat penegak hukum,

& Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta:
Sukses Offset, 2008), 8.
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maupun peningkatan masyarakat di Aceh akan syariat Islam.’ Secara
khusus, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang
mengatur pelaksanaan syariat Islam dalam bidang hukum pidana
(jinayah) di Provinsi Aceh termuat dalam ketentuan Pasal 125 dan
Pasal 132 ayat (1). Amanat kedua pasal dimaksud kemudian diatur
lebih lanjut dengan ganun Aceh. Qanun Aceh berdasar ketentuan Pasal
1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kedudukannya
sejenis peraturan daerah provinsi.

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang
mengatur tentang hukum acara (hukum formal) yang berlaku pada
mahkamah syar’iyah diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh Nomor 7
Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (selanjutnya ditulis juga
dengan singkatan “Qanun Hukum Acara Jinayat”) beserta aturan
turunnya, vyaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Kemudian, ketentuan
Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur lebih lanjut
dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
(selanjutnya ditulis juga dengan singkatan “Qanun Hukum Jinayat™)
yang merupakan hukum materiel. Dalam penulisan disertasi ini, baik
Qanun Hukum Acara Jinayat maupun Qanun Hukum Jinayat
selanjutnya disebut sebagai ganun jinayat Aceh yang merupakan satu
kesatuan tidak terpisahkan. Namun, dalam hal-hal tertentu,
penyebutan ganun jinayat formal dimaknai sebagai Qanun Hukum
Acara Jinayat, sedangkan ganun jinayat materiel dimaknai sebagai
Qanun Hukum Jinayat.

Tujuan utama pemberlakuan ganun jinayat sangat mulia, yaitu
secara filosofi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kemaslahatan
umat manusia, khususnya di Provinsi Aceh. Qanun jinayat yang
berlaku saat ini mengadopsi sistem pemidanaan dalam hukum pidana
Islam, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu
pengetahuan, dan teknologi guna mencari serta merumuskan
ketentuan-ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul. Nilai-nilai
yang ada dalam hukum pidana Islam diserap masuk ke dalam hukum

" Kamarusdiana,”Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum
Indonesia,” Ahkam 16, no. 2 (Juli 2016): 151.
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positif yang bersifat mengikat sehingga keberadaan hukum Islam
sebelumnya di Indonesia hanya merupakan norma berubah menjadi
hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Dalam hukum Islam,
sistem pemidanaan kepada pelaku kejahatan ditujukan dalam rangka
memelihara akhlak manusia sebagaimana dijelaskan Makhrus
Munajat sebagai berikut.

“Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan
hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak
akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara

juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman

masyarakat”.®

Pemberlakuan ganun jinayat dalam sistem penegakan hukum
pidana di Provinsi Aceh mengadopsi konsep penegakan hukum dalam
hukum pidana Islam (fikih jinayah). Arti dari fikih jinayah adalah
segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (subjek
hukumnya).® Tindak pidana (delik) dalam hukum pidana Islam adalah
tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta
tindakan yang melawan atau bertentangan dengan Al-Qur’an dan
hadis. Sebagai bagian dari syariat Allah, hukum pidana Islam
mengandung segala kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.
Syariat Islam secara materiel mengandung kewajiban asasi bagi umat
manusia yang melaksanakannya. Konsep dasar syariat Islam adalah
menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, sedangkan
manusia sebagai pelaksana kewajiban dari perintah Allah.

Penegakan hukum pidana di Indonesia, termasuk juga hukum
pidana Islam yang khusus berlaku di Provinsi Aceh, dilaksanakan
melalui sistem peradilan pidana yang terintegrasi atau integrated
criminal justice system. Romli Atmasasmita dengan mengutip
pendapat Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang
cocok di Indonesia adalah model yang mengacu pada “daad-dader

8 Munajat, Hukum Pidana Islam, 8.
9 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, cet. ke-3 (Palu: Sinar Grafika,
2012), 1.
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strafrech” yang disebut model keseimbangan dan kepentingan.'
Lebih lanjut mengenai model yang realistik tersebut dijelaskan
sebagai berikut.

“.....model yang realistik yaitu yang memperhatikan pelbagai
kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu
kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu,

kepentingan pelaku pidana, dan kepentingan korban

kejahatan”. 1!

Penegakan hukum (law enforcement) dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang
terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan lembaga
pemasyarakatan untuk menjamin bahwa suatu aturan berjalan
sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum dalam arti sempit hanya
menyangkut penegakan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.
Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan
yang hidup di masyarakat.’? Sistem penegakan hukum pidana di
Indonesia diselenggarakan dengan prinsip dasar equality before the
law.® Sesuai dengan asas equality before the law, seorang pelaku
suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, yang berupa
hukuman pidana tanpa membedakan status dan kedudukannya.

Penegakan hukum pidana di Provinsi Aceh dilakukan oleh
berbagai sistem peradilan beserta subsistemnya sebagai institusi
pelaksana atau yang biasa disebut aparatur penegak hukum. Tercatat,
setidaknya terdapat empat sistem peradilan yang sama-sama
berwenang menangani perkara pidana, yaitu peradilan umum,
peradilan militer, peradilan syariah Islam, dan juga lembaga peradilan
adat Gampong. Adanya pluralisme dalam sistem peradilan pidana di
Aceh menjadikan banyak pilihan dalam setiap penyelesaian perkara

10 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup, 2010), 13.

1 1bid.

12 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta:
Sinar Grafika, 2017), 99.

13 Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, 82.
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pidana. Namun demikian, dalam dimensi lain, adanya perbedaan
sistem hukum pada masing-masing lembaga peradilan tersebut, baik
dari struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum yang
berlaku dalam sistem penegakan hukum, terjadi kontradiktif sehingga
menimbulkan kompleksitas permasalahan.

Meskipun sesungguhnya tujuan utama yang hendak dicapai oleh
setiap sistem peradilan adalah dalam rangka mewujudkan nilai-nilai
keadilan, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diberlakukannya
ganun jinayat di Provinsi Aceh, jelas secara langsung maupun tidak
langsung di antara keempat sistem peradilan yang ada, yaitu peradilan
umum, peradilan militer, peradilan syariah Islam, dan peradilan adat
Gampong, akan terjadi titik singgung, baik secara formal maupun
materiel. Oleh karena itu, untuk menghindari kebiasan, pokok bahasan
ini lebih fokus pada titik singgung antara sistem penegakan hukum
pidana bagi setiap prajurit TNI di Provinsi Aceh menurut ketentuan
ganun jinayat dan ketentuan hukum militer yang berlaku di Indonesia.

Qanun jinayat secara yuridis berlaku dan mengikat kepada
semua umat Islam dan umat non-Islam di Provinsi Aceh yang dengan
sukarela menundukkan diri pada ganun apabila melakukan jarimah
(tindak pidana). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 5 Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Secara normatif,
jika mendasarkan ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
juncto Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 semestinya berlaku
juga bagi setiap prajurit TNI yang berada di Aceh, khususnya yang
beragama Islam, baik organik maupun tugas perbantuan jika
melakukan tindak pidana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan Pasal 5 Qanun
Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 tidak secara langsung menunjuk subjek hukum prajurit TNI.
Secara garis besar, kedua ganun tersebut berlaku bagi lembaga
penegak hukum dan setiap orang Islam yang melakukan jarimah di
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Aceh.}* Adapun ketentuan dalam ganun jinayat Aceh yang secara
langsung mengatur mekanisme penyelesaian perkara di lingkungan
TNI dapat ditemui dalam ketentuan Bab XI Qanun Hukum Acara
Jinayat, yakni dalam Pasal 95 dan Pasal 96 yang mengatur tentang
perkara koneksitas. Perkara koneksitas sendiri merupakan perkara
pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang
ditundukkan pada dua lembaga peradilan yang berbeda.

Pasal 95 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat menyatakan
bahwa jarimah atau tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh
mereka yang masuk dalam lingkungan peradilan syariat Islam dan
peradilan militer yang menundukkan diri pada ganun jinayat diperiksa
dan diadili oleh mahkamah syar’iyah kabupaten/kota. Ketentuan
dalam pasal ini memang hanya merupakan sebuah alternatif atau
pilihan bagi setiap prajurit TNI. Satu-satunya ketentuan dalam ganun
tersebut yang bukan merupakan alternatif bagi setiap prajurit TNI
(bersifat keharusan/kewajiban) karena di dalam klausul normatifnya
menggunakan kata “tetap”, yaitu tercantum dalam ketentuan Pasal 95
ayat (3) Qanun Hukum Acara Jinayat yang berbunyi, “Apabila
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk pada
peradilan militer dan bukan merupakan tindak pidana militer, maka
pelaku Jarimah tetap diadili oleh Mahkamah Syar’iyah
Kabupaten/Kota™.

Dengan mendasarkan pada prinsip equality before the law dan
ketentuan Pasal 95 ayat (3) Qanun Hukum Acara Jinayat, semestinya
setiap prajurit TNI yang secara bersama-sama melakukan pelanggaran
hukum terhadap ganun jinayat di wilayah hukum Provinsi Aceh

14 Menurut ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Hukum Acara Jinayat, ganun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum
dan setiap orang yang berada di Aceh. Adapun menurut Pasal 5 Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 201 tentang Hukum Jinayat, ganun ini berlaku untuk a) setiap
orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh; b) setiap orang
beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan
orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum
jinayat; c) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan
jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam ganun ini; dan
d) badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.
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bersama mereka yang tunduk dengan sistem peradilan syariat Islam
harus diperiksa dan diadili oleh mahkamah syar’iyah kabupaten/kota.
Akan tetapi, fakta yang terjadi (das Sein) tidak demikian. Berdasarkan
penelitian dalam direktori putusan pengadilan yang dipublikasikan
melalui website resmi Mahkamah Syar’iyah Aceh, tidak ada satu pun
ditemukan adanya putusan pengadilan terkait pelanggaran ganun
jinayat yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama mereka yang
menjadi justisiabel peradilan syariat Islam, seperti dalam perkara
perzinaan, asusila, dan perjudian.

Sebaliknya, dalam direktori putusan Pengadilan Militer 1-01
Banda Aceh, justru dapat ditemukan banyak putusan pengadilan yang
berpotensi merupakan perkara koneksitas yang melibatkan prajurit
TNI karena subjek hukum yang turut serta melakukan tindak pidana
adalah orang sipil yang beragama Islam. Sebagian besar pasal yang
dilanggar adalah pasal-pasal di KUHP, seperti perzinaan, asusila,
perjudian, dan pencabulan, yang secara hukum materiel ada
sandingannya dalam ganun jinayat Aceh.

Selama rentang waktu dari tahun 2014 hingga bulan November
2020, setidaknya tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) putusan dengan
perincian perkara perzinaan sebanyak 2 (dua) kasus, asusila sebanyak
27 (dua puluh tujuh) kasus, dan pencabulan terhadap anak yang
dilakukan oleh prajurit TNI sebanyak 1 (satu) kasus. Semua
pelanggaran pidana yang dilakukan prajurit TNI diputus oleh
Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dan bukan oleh lembaga
peradilan syariat Islam di Aceh. Fakta hukum lain, anggota TNI yang
melakukan pelanggaran ganun jinayat tidak diproses melalui peradilan
syariat Islam termuat dalam pemberitaan Berita Benar edisi Kamis, 22
Oktober 2015*°, dan detikNews edisi Selasa, 10 Desember 2019.16

15 Nurdin Hasan, “Aceh Resmi Berlakukan Penuh Qanun Jinayat,” Benar
News, 22 Oktober 2015, https://www.benarnews.org/indonesian/berita/Aceh-
Qanun-10222015150113.html.

16 Agus Setyadi, “Temani Anggota TNI Nyabu di Hotel, Wanita di Aceh
Dihukum Cambuk,” detikNews, 10 Desember 2019,
https://news.detik.com/berita/d-4816832/temani-anggota-tni-nyabu-di-hotel-
wanita-di-aceh-dihukum-cambuk.



https://www.benarnews.org/indonesian/berita/Aceh-Qanun-10222015150113.html
https://www.benarnews.org/indonesian/berita/Aceh-Qanun-10222015150113.html
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Suatu tanda tanya besar, mengapa ketentuan hukum dalam
ganun jinayat Aceh yang khusus mengatur penegakan hukum pidana
bagi setiap prajurit TNI di Provinsi Aceh tidak diberlakukan
sebagaimana tercantum Pasal 95 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun
2013. Terlebih dalam pemberlakuan ganun jinayat di Provinsi Aceh,
tidak diberlakukan asas lex superior derogate legi inferiore!’” sehingga
jika suatu tindak pidana sama-sama diatur dalam ganun jinayat
maupun dalam KUHP/hukum pidana nasional lainnya, berlaku
ketentuan pidana dalam ganun jinayat.

Berpangkal tolak dengan hal tersebut di atas, pada tataran
akademik, penelitian ini berusaha menggali dan menganalisis sejauh
mana keberlakuan hukum ganun jinayat dalam sistem penegakan
hukum bagi prajurit TNI di Provinsi Aceh ditinjau menurut perspektif
yuridis normatif. Keberlakuan hukum itu sendiri dalam hukum pidana
merupakan suatu hal yang sangat fundamental, yaitu sebagai dasar
pijakan kewenangan setiap otoritas penegak hukum dalam
melaksanakan fungsinya masing-masing, mulai dari tingkat
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di
persidangan. Terlebih lagi, menyangkut kewenangan (kompetensi),
baik absolut maupun relatif, aparatur penegak hukum yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang keberlakuan
hukumnya dipertanyakan.

Selain menganalisis sejauh mana keberlakuan ganun jinayat
Aceh bagi prajurit TNI, penelitian ini juga akan menggali dan
menganalisis bagaimana implikasi problematika yuridis terhadap
sistem penegakan hukum bagi prajurit TNI di Provinsi Aceh. Hasil
kajian nantinya diharapkan mampu memberikan penjelasan secara
objektif sehingga dapat mengikis berbagai prasangka (prejudice) yang
ada terkait stagnasi pemberlakuan ganun jinayat, khususnya bagi
setiap prajurit TNI di Provinsi Aceh. Prasangka biasanya muncul

17 Ahmad Bahiej, “Studi Komparatif Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat
dan Enakmen Jeneyeh Syariah Selangor Malaysia,” ASY-SYIR 'AH: Jurnal llmu
Syari’ah dan Hukum 48, no. 2 (Desember 2014): 358-359.
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berbentuk prejudgement, yaitu sikap atau penilaian yang dibentuk
sebelum ditinjau fakta-fakta yang terlibat.*®

Qanun Hukum Acara Jinayat yang turut mengatur hukum acara
koneksitas bagi prajurit TNI yang merupakan justisiabel peradilan
militer jika melakukan pelanggaran terhadap ganun jinayat bersama
mereka yang tunduk pada peradilan syariat Islam di Aceh menarik
untuk dicermati. Alasannya, di satu sisi penyelesaian perkara
koneksitas bagi prajurit TNI telah diatur secara khusus dalam hukum
militer yang berlaku secara nasional, yaitu melalui ketentuan Pasal
198 hingga Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer. Mengacu pada ketentuan tersebut, penyelesaian
perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang
termasuk justisiabel peradilan militer dan justisiabel peradilan umum,
kewenangan mengadili perkara koneksitas dapat dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer, tergantung pada titik berat kerugian yang
ditimbulkan. Adapun di sisi lain, ganun jinayat Aceh juga mengatur
hal yang sama, tetapi dengan substansi hukum yang berbeda
sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Qanun Hukum
Acara Jinayat.

Meskipun prajurit TNI mayoritas beragama Islam, sejatinya
terkait penundukan diri seorang militer ke dalam justisiabel peradilan
syariah maupun peradilan umum tidak dapat dilakukan dengan serta-
merta atau semaunya sendiri. Prajurit TNI sebagai subjek hukum
terikat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer bahwa setiap anggota TNI (militer) aktif
merupakan justisiabel peradilan militer. Kemudian, mengenai
kualifikasi tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak
pidana militer, seorang militer juga terikat dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan berbagai undang-
undang khusus lainnya yang kedudukannya jauh di atas ganun.

18 Mohammad Taufik Rahman, Glosari Teori Sosial (Bandung: lbnu Sina
Press, 2011), 100.
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Dualisme pengaturan ini berpotensi menimbulkan benturan di
antara keduanya, ganun jinayat Aceh vis-a-vis hukum militer.?
Terlebih, pemberlakuan kedua aturan hukum tersebut sama-sama
didasarkan pada asas personalitas. Problematika yuridis semacam ini
menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait validitas dalam
sistem penegakan hukum bagi prajurit TNI. Selain itu, adanya
perbedaan arah tujuan dalam sistem penegakan hukum pidana di
Provinsi Aceh antara sistem penegakan hukum yang berlaku bagi
mereka yang masuk ke dalam justisiabel peradilan syariat Islam dan
bagi mereka yang masuk ke dalam justisiabel peradilan militer
dapatkah disatukan dalam satu konsep penegakan hukum.

Hal yang demikian tentunya tidak lepas apabila dikaitkan
dengan efektivitas penegakan hukumnya. Efektivitas penegakan
hukum pidana dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor,
baik faktor internal yang berkaitan dengan substansi hukum maupun
faktor eksternal yang berada di luar substansi hukum,? yaitu struktur
hukum dan budaya hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Tidak
dapat dipungkiri bahwa konsep pemidanaan yang berlaku dalam
ganun jinayat Aceh tentunya berbeda dengan yang berlaku di
lingkungan TNI menyesuaikan dasar pemidanaan masing-masing.
Dasar pemidanaan adalah  alasan untuk  membenarkan
(rechtsvaardigen) penjatuhan pidana oleh penguasa.?* Sanksi dalam
hukum nasional dapat berupa dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu
sebagai penghukuman dan sebagai eksekusi sipil.??

19 Menurut penjelasan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 tentang
Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan hukum militer adalah semua
perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya adalah anggota militer
atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan
yang berlaku.

2 Qcktoberrinsyah, “Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013
dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia,” Asy-
Syir’ah: Jurnal llmu Syari’ah dan Hukum 51, no. 1 (Juni 2017): 99.

2L Sianturi, Asas-Asas Hukum, 123.

22 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar IImu Hukum
Normatif, terj. Raisul Muttagin, cet. ke-9 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011),
124,
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Konsep pemidanaan dalam ganun jinayat Aceh yang diterapkan
dalam sistem peradilan syariah lebih mengedepankan konsep
keseimbangan antara asas tadabur, di samping ketiga asas pokok
dalam penegakan hukum yang berlaku secara umum, yaitu asas
kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat. Asas tadabur®®
merupakan asas pembelajaran kepada masyarakat, yakni agar
masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan
meyakininya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari,
mengetahui sanksi (‘ugabat) jika dilanggar, serta dapat memahami
adanya perlindungan yang seimbang bagi pelaku jarimah dan juga
masyarakat.?* Pada konteks ini, hukum Islam tampak lebih jelas dalam
memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk pelaku, yang
didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan
hadis.?®

Arah tujuan pemidanaan dalam ganun jinayat Aceh dalam
memidana seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu
jarimah lebih mengedepankan sanksi pidana berupa keseimbangan
antara hukum cambuk, denda, dan penjara, kecuali jarimah yang
dilakukan terhadap anak lebih mengutamakan penerapan pidana
penjara dengan  pertimbangan  psikologis anak.  Adapun
perbandingannya sanksi pidana cambuk, denda, dan penjara adalah 1-
10-1.% Atau dengan kata lain, 1 (satu) kali cambuk sebanding dengan
10 (sepuluh) gram emas dan sebanding dengan 1 (satu) bulan penjara.

23 pengertian tadabur berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf f Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah semua isi ganun, baik
rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran ‘uqubat, diupayakan dengan
rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar
masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang
dan meyakininya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui
‘uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami
adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah, dan
masyarakat.

2 Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor 18/JN/2018/
MS.BKj tanggal 7 Desember 2018, 17.

% Indra Suhardi, “Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk
dalam Qanun Aceh,” Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan
Pranata Sosial 21, no. 1 (2019): 20.

% Bahiej, “Studi Komparatif,” 352.
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Sementara itu, di sisi yang lain, arah tujuan utama pemidanaan
bagi prajurit TNI, hakikatnya adalah untuk menjaga keseimbangan
antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan
militer dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam
masyarakat.?” Oleh karena itu, penjatuhan pidana bagi seorang militer
selama ia belum dipecat adalah pendidikan/pembinaan.?® Hal ini
dimaksudkan agar setelah terpidana militer selesai menjalani
pidananya, mereka harus dapat menjadi seorang militer yang baik di
kesatuannya.

Adanya pluralisme hukum yang berlaku dalam sistem
penegakan hukum pidana di Provinsi Aceh sesungguhnya dapat
menjadikan banyak pilihan dalam memilih konsep penegakan hukum
yang tepat sesuai tujuan hukum yang hendak dicapai. Mengutip
pendapat Woodman, Ratno Lukito mendefinisikan pluralisme hukum
sebagai kondisi di mana penduduk melihat adanya lebih dari satu
sistem hukum.?® Hal ini tidak berlebihan karena sejak awal
kemerdekaan di Indonesia setidaknya telah berlaku tiga sistem hukum,
yaitu sistem hukum adat yang merupakan warisan nenek moyang
bangsa Indonesia, sistem hukum sipil yang merupakan warisan
kolonial Belanda yang kemudian dijadikan sebagai hukum positif, dan
juga sistem hukum Islam. Adanya pluralisme hukum pidana di
Provinsi Aceh pada sisi lain tidak menutup kemungkinan terjadinya
konflik atau tarik-menarik di antara sistem hukum yang ada sehingga
sangat memengaruhi legitimasi masing-masing sistem hukum
tersebut.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut.

27 putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor: 60-K/PM.I-
01/AD/V/2019 tanggal 18 Juli 2019, 43—44.

2 S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer (Jakarta: Babinkum TNI, 2010),
54.

29 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik
dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008),
9.
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Sejauh mana keberlakuan ganun jinayat bagi prajurit TNI dalam
sistem penegakan hukum pidana di Aceh?

Bagaimanakah implikasi problematika yuridis penerapan ganun
jinayat terhadap sistem penegakan pidana bagi prajurit TNI di
Aceh?

Mengapa penerapan ganun memunculkan problematika yuridis
dalam sistem penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di
Aceh?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

. Tujuan Penelitian

a. Menggali dan menganalisis sejauh mana keberlakuan ganun
jinayat bagi prajurit TNI dalam sistem penegakan hukum
pidana di Aceh.

b. Menggali dan menganalisis bagaimanakah implikasi
problematika yuridis penerapan ganun jinayat terhadap
sistem penegakan pidana bagi prajurit TNI di Aceh.

c. Menggali dan menganalisis alasan mengapa penerapan
ganun memunculkan problematika yuridis dalam sistem
penegakan pidana bagi prajurit TNI di Aceh

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik/Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana di
Indonesia, guna memperkuat asas-asas hukum, konsep-
konsep hukum, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang
telah ada, terutama dalam sistem penegakan hukum pidana
di lingkungan TNI yang cenderung kurang berkembang

b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih
bagi pemangku kebijakan di bidang legislasi, yaitu sebagai
bahan kajian dalam memformulasikan setiap peraturan
perundangan yang akan diberlakukan bagi setiap prajurit
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TNI karena dalam tata kehidupannya memiliki ciri khas
tersendiri.

D. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya dengan tema khusus mengenai
“Kompleksitas Pemberlakuan Qanun Jinayat dalam Sistem Penegakan
Hukum bagi Prajurit TNI di Provinsi Aceh” dalam karya ilmiah belum
ditemukan. Ini dapat dipahami karena kajian hukum militer di
Indonesia sangatlah minim sehingga terkait tema ini hanya dapat
ditemui dalam bentuk pemberitaan online, sebagaimana dimuat oleh
Berita Benar edisi 22 Oktober 2015 dengan tajuk utama “Aceh Resmi
Berlakukan Qanun Jinayat”. Dalam tajuk pemberitaan online tersebut
sedikit menyinggung tentang ganun jinayat yang tidak berlaku bagi
anggota TNI di Aceh, tetapi tidak pernah memberikan penjelasan
berupa analisis yuridisnya.

Penelitian-penelitian yang ada saat ini sebagian besar
menitikberatkan pembahasannya pada pemberlakuan hukum syariat di
Aceh pada tataran masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa karya ilmiah atau literasi, baik berupa naskah buku, disertasi,
tesis, maupun jurnal hukum. Dalam bukunya yang berjudul Shari’a
and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in
Contemporary Aceh, Indonesia,*® R. Michael Feener menganalisis
tentang pemberlakuan syariat Islam pascakonflik Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) dan terjadinya bencana alam tsunami yang menimpa
Aceh pada tahun 2004. Buku ini mengeksplorasi bagaimana cara-cara
yang dikembangkan oleh berbagai institusi syariat negara dalam
menjalankan agenda pemberlakuan syariat Islam di dunia
kontemporer.

Mengutip pendapat Ratno Lukito, Fenner menjelaskan bahwa
hukum yang hidup di masyarakat (living law) telah lama menjadi
rubrik utama di mana bangsa Indonesia telah melakukan perubahan
signifikan terhadap budaya hukum. Pada awal kemerdekaan, telah

3% R. Michael Feener, Shari’a and Social Engineering: The
Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia (United
Kingdom: Oxford University Press, 2013).
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memetakan “hukum yang hidup” di negara ini menjadi perdebatan
utama antara pendukung hukum adat dan pendukung hukum Islam
sebagai sumber hukum nasional.*!

Feener juga mengutip pendapat Roscoe Pound yang
mendefinisikan "hukum yang hidup”, yaitu tatanan batin dijaga oleh
aturan perilaku yang telah diakui dan diikuti bersifat mengikat
termasuk dalam tatanan sosial politik. Gagasan menerapkan hukum
Islam sebagai proyek rekayasa sosial dengan visi masa depan untuk
komunitas muslim Provinsi Aceh dan pekerjaan membangun kembali
masyarakat pada periode pascabencana/pascakonflik tetap masih
berjalan. Efektivitas penerapan hukum Islam dalam penilaiannya pada
tahun 2008 kepercayaan publik terhadap sistem hukum tersebut dan
dampak aktual pada tingkat kejahatan setelah pemberlakuan syariat
masih mengecewakan.

Serupa dengan penelitian yang dilakukan Fenner, pemberlakuan
syariat Islam di Provinsi Aceh juga ditulis oleh Hasnil Basri Siregar
pada tahun 2008 dengan judul “Islamic Law in a National Legal
System: A Study on the Implementation of Shari'ah in Aceh,
Indonesia”.®?> la menyajikan latar belakang sejarah pemberlakuan
syariat Islam di Provinsi Aceh sejak kemerdekaan Indonesia dan
segala permasalahan yang dihadapinya. Fokus terutama dalam
analisisnya pada struktur hierarki perundang-undangan di Indonesia
dan substansi ganun terinspirasi oleh syariat dan lembaga peradilan
yang mendukung implementasinya. Implementasi syariah di Provinsi
Aceh saat ini merupakan hasil kebijaksanaan politik, terutama untuk
memenuhi tuntutan masyarakat, yaitu sebagai respons terhadap
keinginan umat muslim guna mengimplementasikan norma-norma
hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia,
khususnya di Provinsi Aceh.

Karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebelumnya, tercatat
setidaknya ada tiga judul disertasi yang pokok bahasannya

%1 Ibid., 276.

32 Hasnil Basri Siregar, “Islamic Law in a National Legal System: A Study
on the Implementation of Shari'ah in Aceh, Indonesia,” Asian Journal of
Comparative Law 3, no. 4 (2008).
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berhubungan dengan pemberlakuan hukum jinayat di Aceh. Disertasi-
disertasi tersebut antara lain berjudul “Mahkamah Syar’iyah dalam
Sistem Peradilan Nasional” oleh Syamsuhadi, “Formalisasi Hukum
Pidana Islam: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di
NAD” oleh Yuni Roslaili, dan “Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh
dan Kelantan” oleh Khamami.

Syamsuhadi pada tahun 2009 dalam disertasinya
berkesimpulan® bahwa mahkamah syar’iyah adalah sebagai
subsistem yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan nasional,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan
nasional yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mahkamabh syar’iyah lahir kembali berkat perjuangan rakyat Aceh dan
bukan semata-mata merupakan pemberian pemerintah pusat kepada
masyarakat Aceh. la menguraikan aspek sejarah tuntutan masyarakat
Aceh sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia yang telah
menuntut haknya untuk diberlakukan syariat Islam. Melalui
perjuangan panjang, setelah Aceh diberlakukan daerah operasi militer
(DOM) sejak tahun 1975 karena Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
memproklamirkan  diri, titik terang mulai terjadi setelah
ditandatanganinya MoU Helsinki Finlandia tahun 2005 antara
pemerintah Rl dan GAM.

Pascapenandatanganan MoU  Helsingki, segala upaya
Pemerintah Daerah Aceh (Pemda Aceh) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh (DPRA) dilakukan untuk mendorong adanya undang-
undang khusus yang dapat sebagai payung hukum penyelenggaraan
syariat Islam di Aceh. Dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006, kewenangan mahkamah syar’iyah di Provinsi
Aceh, yang merupakan lembaga peradilan khusus yang sebelumnya
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi NAD, makin memiliki legitimasi dalam mengadili perkara-
perkara ahwal al-syakhsiyah, muamalah, dan jinayah (pidana). Selain
itu, langkah yang diambil oleh Pemda Aceh dan DPRA berupa

33 Syamsuhadi, “Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan Nasional,”
Disertasi (Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009), 390-402.
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koordinasi secara internal maupun pihak eksternal, terutama
kementerian terkait, Mahkamah Agung, kejaksaan, dan kepolisian
guna pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Provinsi Aceh.

Masih pada tahun 2009, Yuni Roslaili dalam disertasinya
berjudul “Formalisasi Hukum Pidana Islam: Analisis Kasus
Penerapan Hukum Pidana Islam di NAD” berkesimpulan® bahwa
upaya formalisasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional
guna penerapan syariat Islam di Aceh dapat dipahami sebagai ikut
mewarnai produk hukum nasional. Adanya ganun di Aceh
menunjukkan telah terjadi formalisasi hukum pidana Islam di
Indonesia yang memiliki kedudukan setara perda dalam hierarki
perundang-undangan. Adanya legitimasi hukum Islam menjadi
perundang-undangan negara berkontribusi positif dalam memperkuat
daya rekat umat Islam karena syariat dapat berjalan seiring dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedikit berbeda dengan kedua disertasi di atas, Khamami dalam
penelitiannya yang dirilis pada tahun 2014 lebih fokus pada
pemberlakuan hukum jinayah di Aceh dengan membandingkan hal
serupa di Kelantan. Khusus tentang pemberlakuan hukum jinayah di
Aceh, ia berkesimpulan bahwa® poin utama pemberlakuan hukum
jinayah ditentukan oleh model interaksi antara kehendak politik
pemerintah pusat, kehendak politik pemerintah daerah, respons partai
politik, dan respons masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pemberlakuan
hukum jinayah di Aceh merupakan bagian dari strategi pemerintah RI
dalam menyelesaikan konflik vertikal yang berkepanjangan antara
pemerintah pusat dengan rakyat Aceh.

Menurut Khamami, terdapat perbedaan kehendak politik dalam
pemberlakuan hukum jinayah secara luas di Aceh pada 3 (tiga) masa
kepemimpinan Aceh, yaitu periode pemerintahan Gubernur Abdullah
Puteh (2000-2004), pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf (2007-

34 Ali Genoa Berutu, Resume dan Review Disertasi Formalisasi Hukum
Pidana Islam: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di NAD a.n. Yuni
Roslaili (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 13.

% Khamami, “Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan,”
Disertasi (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 253-260.
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2012), dan pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah (2012-2017).
Respons masyarakat Aceh sendiri terhadap pemberlakuan hukum
jinayah tidak menyentuh sampai masyarakat bawah dan di satu sisi
terjadi kekhawatiran nonmuslim, meskipun mereka menyadari hukum
jinayah tidak diberlakukan kepada mereka. Upaya perluasan hukum
jinayah di Aceh dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur struktural
maupun jalur kultural, dengan peran masing-masing. Adapun aspek
materi hukum jinayah Aceh yang diuraikan dalam disertasi tersebut
masih mengacu pada ketentuan ganun Aceh yang lama sebelum
diundangkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian berikutnya dilakukan Ahmad Bahiej sebagaimana
dimuat dalam Asy-Syir’ah volume 48 nomor 2 yang dirilis bulan
Desember 2014 dengan judul “Studi Komparatif terhadap Qanun
Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor
Malaysia”. Penelitian kali ini berupaya membandingkan substansi
ganun hukum jinayat yang diberlakukan di Provinsi Aceh dengan yang
diberlakukan di Negeri Selangor Malaysia sehingga diperoleh
kesimpulan sebagai berikut.®*® Pertama, ganun Aceh merupakan
peraturan setingkat perda provinsi yang diberlakukan di Provinsi Aceh
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh guna memberlakukan syariat Islam dan khusus
yang mengatur hukum materiel bidang hukum pidana (jinayat) adalah
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan ganun-ganun sebelumnya.
Sementara itu, Enakmen Jenayah Selangor (Enakmen 9 Tahun 1995)
yang mulai diberlakukan sejak tanggal 22 November 1996 merupakan
aturan pidana khusus bagi orang Islam di Selangor yang
pemberlakuannya berdasarkan pada Pasal 160 Konstitusi Malaysia
(Perlembagaan Persekutuan).

Kedua, material atau substansi tindak pidana yang diatur dalam
ganun hukum jinayat Aceh lebih sedikit dibandingkan yang diatur
Enakmen Jenayah Selangor. Begitu juga sanksi pidana yang
diterapkan dalam ganun hukum jinayat lebih ringan dibandingkan
sanksi yang diterapkan dalam Enakmen Jenayah. Perbedaan mendasar

3 Bahiej, “Studi Komparatif,” 358-359.
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adalah ganun hukum jinayat selain berlaku bagi umat Islam di Aceh
juga dapat diberlakukan bagi umat non-Islam, sedangkan Enakmen
Jenayah Selangor tidak dapat diberlakukan bagi umat non-Islam di
Selangor. Alasan mendasarnya adalah dalam pemberlakuan ganun
Aceh tidak memberlakukan asas lex superior derogate legi infiore.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Aspek Hukum
Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh” oleh Ahyar Ari Gayo
yang merupakan peneliti hukum Puslitbangkum Balitbangkum dan
HAM Kemenkumham RI. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif guna
mengetahui gambaran pelaksanaan dan penegakan hukum ganun
jinayat. Adapun dari hasil kajian dan analisnya diperoleh kesimpulan®’
bahwa melalui pelaksanaan ganun jinayat berdampak berkurangnya
tingkat pelanggaran hukum syariat di Provinsi Aceh. Penegakan
hukum ganun jinayat dilakukan secara terpadu oleh mahkamah
syar’iyah, kepolisian, kejaksaan, wilayatul hisbah (polisi syariat),
dinas syariat, dan majelis adat. Keabsahan hukum atau legitimasi
pemberlakuan ganun jinayat diperoleh berdasarkan Pasal 18 UUD
1945 di mana Aceh memiliki kekhasan daerah beserta derivasinya,
yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan
juga Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh.

Penelitian lainnya, meski tidak menyinggung hubungan antara
ganun jinayat Aceh dengan sistem hukum militer di Indonesia, yang
masih ada kaitan dengan penelitian ini, yaitu terkait dualisme hukum
pidana di Aceh, dilakukan oleh Ridwan Nurdin dengan judul
“Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana
Nasional Indonesia”. Satu poin penting yang patut digarisbawahi dari
penelitian yang dilakukan Ridwan Nurdin tersebut adalah bahwa
ganun jinayat Aceh dan hukum acaranya, kendati merupakan bagian
dari sistem hukum pidana Indonesia, pada faktanya mengatur banyak

37 Ahyar Ari Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di
Provinsi Aceh,” De Jure: Jurnal Penelitian Hukum 17, no. 2 (Juni 2017): 151.
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hal yang berbeda dan berpotensi, bahkan sudah, menabrak norma di
atasnya.®

Jika dikaitkan dengan subjek hukum militer, terdapat satu
artikel yang menarik untuk dijadikan sebagai pembanding, yakni hasil
penelitian yang dilakukan Jumaidi Saputro dkk. yang dimuat dalam
Jurnal llmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pada tahun
2013 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota
TNI yang Melanggar Syariat Islam di Aceh”. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris dan sangat menarik
dengan kesimpulannya berikut. Pertama, jadi anggota TNI yang
melanggar syariat Islam di Aceh tidak dipidana cambuk.*® Kedua,
faktor yang menjadi penghambat penerapan ganun jinayah bagi
anggota TNI yang melanggar syariat Islam di Aceh adalah faktor
peraturan perundang-undangan dan faktor aparat penegak hukum.*

Sayangnya, dalam penelitian di atas tidak disajikan hasil
wawancara dengan stakeholder terkait, khususnya yang terbiasa
menerapkan dan menguji langsung fakta hukum peristiwa pidana
dengan penerapan norma hukumnya, seperti penyidik di jajaran Polda
Aceh, Penuntut Umum di lingkungan Kejati Aceh, dan Oditurat
Militer 1-01 Banda Aceh, hakim di lingkungan peradilan umum,
peradilan militer, dan mahkamah syar’iyah yang ada di Aceh. Dengan
metode penelitian  hukum empiris, peneliti lebih  banyak
menginterpretasikan undang-undang yang lazim digunakan dalam
menganalisis norma kabur.

Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu
yang pernah ada sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis kali ini
berusaha mengkaji dan menganalisis dalam dimensi yang berbeda,
yaitu mengaitkan pemberlakuan ganun jinayat Aceh dengan hukum

% Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem
Hukum Pidana Nasional Indonesia,” MIQOT: Jurnal IImu-limu Keislaman 42,
no. 2 (2016): 374-375.

% Jummaidi  Saputra, M. Saleh  Sjafei, dan M Gaussyah,
“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI Yang Melanggar Syariat
Islam di Aceh,” Jurnal llmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2,
no. 2 (November 2013): 18.

40 1bid.
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positif Indonesia lainnya, khususnya militer di Indonesia secara utuh,
baik normativitas, asas-asas hukum, konsep penegakan hukum disertai
berbagai pandangan para ahli hukum dari para stakeholder yang
langsung  menerapkan ketentuan  perundang-undangan dan
mengujinya dalam sistem penegakan hukum pidana. Dengan
demikian, penelitian dengan judul “Kompleksitas Pemberlakuan
Qanun Jinayat dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana bagi Prajurit
TNI di Aceh” ini berbeda dengan penelitian hukum yang pernah ada
sebelumnya.

E. Kerangka Teoretis

Radbruch sebagaimana dikutip Jhony Ibrahim dalam bukunya
“Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” mendefinisikan
makna dari teori hukum sebagai “The task of legal theory is
clarification of legal values and postulates up to their ultimate
philosophical foundation”.** Masih terkait pengertian teori hukum,
Arief Sidharta dengan mengutip pendapat Bruggink mendefinisikan
teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling
berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum
dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.*? Teori
hukum berfungsi membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat
hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.*.

Teori hukum berdasarkan pendekatan-pendekatannya terbagi
menjadi dua jenis, yaitu empirikal dan normatif. Karena basis
penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, diperlukan
kerangka teoretis lain yang khas ilmu hukum.** Teori hukum normatif
adalah suatu teori hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum dari
norma atau aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-

41 Jhonny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
(Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 179-180.

42 JJ.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, terj. B. Arief Sidharta, cet.
ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 160.

43 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, cet. ke-7 (Semarang: PT. Citra Aditya
Bakti, 2012), 270.

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ed. revisi (Jakarta:
Ul Press, 2010), 127.
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undangan.*® Dalam penelitian hukum, terdapat tiga komponen penting
yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu asas-asas hukum, konsep-
konsep hukum, dan teori-teori hukum.

Basis (landasan) suatu kaidah hukum terdapat kaidah-kaidah
yang fundamental yang disebut asas-asas hukum.*® Asas hukum
(general principal of law) mengandung makna, antara lain, source
atau origin yang mengandung suatu kaidah atau kebenaran dasar
(basic true) yang memberi arah pada penyusunan kaidah-kaidah
hukum yang lebih konkret.*” Di lain pihak, konsep hukum biasa
dipahami sebagai upaya penelusuran definisi hukum atau setidak-
tidaknya bentuk definisi yang sudah lazim dalam memecahkan
kesulitan dan keraguan.*® Definisi pada pokoknya adalah menarik
garis batas atau membedakan antara jenis sesuatu dan jenis lainnya
yang ditandai dengan sebutan tersendiri.** Adapun teori yang
digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut.

1. Teori Validitas Berantai (Chain of Validity)

Validitas hukum atau kehujahan merupakan kesempurnaan
landasan berlakunya suatu aturan hukum. Keabsahan (geldigheid)
hukum dalam tataran hukum positif sangat ditentukan oleh aspek
validitas hukumnya. Norma hukum tetap valid selama tidak dibantah
validitasnya dengan cara yang ditentukan oleh tatanan hukum itu
sendiri.>® Keabsahan (keberlakuan) kaidah hukum dalam teori hukum
dibagi dalam tiga keberlakuan, yakni empiris, normatif, dan
evaluatif.>

4 H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, Buku Kedua: Penerapan
Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2014), 15.

46 Bruggink, Refleksi tentang Hukum, 119.

47 H.A. Mansyur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan
Internasional (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 36.

4 H.L.A. Hart, Konsep Hukum, terj. M. Khosim, cet. ke-3 (Bandung:
Penerbit Nusa Media, 2013), 20.

9 1bid.

%0 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terj. Raisul
Muttagien, cet. ke-4 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 168—169.

51 Bruggink, Refleksi tentang Hukum, 148.
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Mengutip pendapat Frans Magnis Suseno tentang konsep “chain
of validity” atau validitas berantai, Atmaja mengaitkan validitas
dengan legalitas sebagaimana kriteria legitimasi, yaitu keabsahan
wewenang sesuai dengan aturan.®> Mengacu pada teori validitas
hukum, keberlakuan hukum positif didasarkan pada norma hukum
positif yang lebih tinggi, mundur ke belakang sampai pada norma
hukum tertinggi (groundnorm). Dengan demikian, adanya suatu
ketentuan hukum positif yang tidak memenuhi prasyarat demikian
dapat dikatakan terdapat celah hukum sehingga hukum yang absah
sekalipun tidak bisa diterapkan dalam kasus konkret jika memiliki
celah hukum.*® Begitu juga pemberlakuan norma yang kontradiksi
atau terjadi konflik norma maka dianggap tidak sah.

Validitas hukum menurut Hans Kelsen merupakan
kesempurnaan landasan berlakunya aturan hukum. Norma hukum
dalam suatu tata hukum tertentu mendapat keabsahannya dari norma
dasar yang paling tinggi (groundnorm).®* Terkait hal tersebut, Hans
Kelsen menjelaskan sebagai berikut.

“Namun, norma yang bertentangan dengan norma dengan
sendirinya merupakan kontradiksi; sebuah norma yang bisa
dianggap bertentangan dengan norma yang penciptaannya tidak
bisa dinyatakan sebagai norma hukum yang sah-ia dianggap
tidak ada, yang berarti ia sama sekali tidak akan dianggap
sebagai norma hukum.”*®

Sejalan dengan Kelsen di atas, Philipus M. Hadjon menjelaskan
bahwa jika terjadi kontradiksi atau konflik norma hukum berupa
produk perundang-undangan di suatu negara yang menganut sistem
hukum civil law, dalam penyelesaian konflik norma tersebut

52| Dewa Gede Atmaja, Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis
(Malang: Satara Press, 2013), 56.

%3 Kelsen, Teori Hukum Murni, 271.

% W. Friedmann, Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis &
Problematika Keadilan Susunan Il (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990),
171

% 1bid., 295.
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digunakan asas prevensi hukum,®® meliputi asas lex superior derogate
legi infiori, asas lex specialis derogate legi generalis dan asas lex
posterior derogate legi priori. Masih terkait aspek validitas
keberlakuan suatu aturan hukum, H.L.A Hart menjelaskan,

“Kriteria validitas hukum atau sumber hukum adalah supreme
(tertinggi) jika peraturan-peraturan yang diidentifikasikan
dengan merujuk padanya masih diakui sebagai peraturan-
peraturan sistem, sekalipun jika mereka berkonflik dengan
peraturan-peraturan yang diidentifikasi dengan merujuk pada
kriteria lain, sementara peraturan-peraturan yang diidentifikasi
dengan merujuk pada kriteria lain itu tidak diakui seperti itu jika
berkonflik dengan peraturan-peraturan yang diidentifikasi
dengan merujuk pada kriteria tertinggi.”>’

Keabsahan berlakunya peraturan perundang-undangan sangat
ditentukan oleh aspek validitas hukum. Oleh karena itu, produk hukum
yang valid adalah produk hukum yang tidak saling bertentangan, baik
secara vertikal maupun horizontal, atau dengan kata lain harus sinkron
dengan peraturan yang ada di atasnya maupun yang sederajat sehingga
tidak terjadi tumpang-tindih. Dengan sinkronisasi terhadap peraturan
perundang-undangan menurut hierarkinya, baik secara vertikal
maupun horizontal, asas-asas perundang-undangan yang digunakan
adalah®®

a. undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

b. undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan
undang-undang yang bersifat umum jika pembuatnya sama;

c¢. undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-
undang yang berlaku terdahulu.

%6 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum:
Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion, cet.
ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 31.

57 Hart, Konsep Hukum, 164.
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Aspek validitas dalam hukum pidana sangat menentukan
berjalannya suatu proses penegakan hukum oleh aparat penegak
hukum. Undang-undang sebagai dasar pijakan setiap aparatur penegak
hukum apabila tidak memiliki validitas hukum menjadikan aparatur
penegak hukum tersebut tidak berwenang menjalankan tugasnya.
Validitas hukum sejalan dengan asas yang mendasar dalam hukum
pidana, yaitu asas legalitas.

Adanya asas legalitas membuat aparatur penegak hukum dalam
menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan suatu
analogi (kias).>® Tindakan aparatur penegak hukum yang tidak ada
landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran hak asasi
manusia. Oleh karena itu, segala tindakan aparatur penegak hukum
harus memiliki landasan wewenang yang sah.®® Norma hukum yang
valid melegitimasi aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya dalam sistem penegakan hukum pidana.

2. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum memiliki arti penting dalam kehidupan
masyarakat sebagai pranata sosial, yaitu merupakan suatu alternatif
dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum yang terjadi di
masyarakat. Pluralisme hukum adalah kehadiran lebih dari satu aturan
hukum yang mengatur konteks tertentu secara bersamaan yang sama-
sama memiliki validitas hukum. Jacqueline Vel dengan mengutip
pendapat F. von Benda-Bechmann menegaskan bahwa negara, agama,
dan tradisi, masing-masing dari ketiganya secara universal memiliki
prinsip dasar mereka sendiri yang bersumber pada teori dan validitas
hukum yang dapat mengesampingkan keabsahan pada sistem lain.®

Pada dasarnya, pluralisme hukum lahir sebagai kritik terhadap
sentralisme hukum yang dilakukan oleh negara. Negara melalui
hukum positifnya berupaya mengatur segala sendi kehidupan guna

%% Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 27.

80'Waluyo, Penegakan Hukum, 210.

81 Jacqueline A.C. Vel, “Legal Pluralism in Village Politics,” dalam Uma
Politics: An Etnography of Democratization in West Sumba, Indonesia 1986-
2006 (Leiden: Brill, 2008), 85-86.
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menghindari kekosongan hukum. Terlebih, Indonesia dalam undang-
undang dasar (konstitusi) telah meletakkan hukum sebagai panglima
yang dituangkan dalam bentuk kodifikasi hukum. Pengaturan hukum
oleh negara secara terkodifikasi sesungguhnya telah membuat para
ahli pluralisme hukum mengkritik terhadap sentralisme hukum. Salah
satunya adalah Griffiths yang menolak bahwa hukum haruslah hukum
negara sehingga menjadikan hukum negara bersifat eksklusif dan
seragam yang dikelola oleh institusi negara.®?

Konsep pluralistik merujuk pada suatu kerangka berpikir yang
mengakui keberagaman, tetapi di sisi lain tetap berupaya tidak lepas
dari sebuah tatanan sistem hukum. Cara kerja dalam memahami
pluralisme hukum secara konseptual adalah berusaha memahami fakta
bahwa manusia, nilai, budaya, dan sistem hukum saling berinteraksi
(bersentuhan) satu sama lainnya. Konsep kerja pluralisme
menggambarkan situasi di mana terdapat banyak hukum yang hidup
(living law) berdampingan dalam ruang komparatif.®®> Pembinaan
hukum pada hakikatnya berarti usaha-usaha untuk lebih
menyempurnakan hukum yang ada sehingga sesuai dengan
perkembangan masyarakat.®

Masyarakat yang hidup dalam suatu negara yang majemuk
dengan multidimensi mensyaratkan sekurang-kurangnya suatu aturan
yang diakui dan dielaborasi menjadi sumber-sumber hukum, termasuk
norma-norma hukum yang berbentuk undang-undang. Peter
Fitzpatrick dan Alan Hunt menjelaskan,®®

“A pluralistic civil society requires at minimum a rechtstaat an
some elaborated rule of recognition , which not merely
identified the sources of law but also requires that legislation
and legal norms take the form of being a law.”

62 Miranda Forsyth, A Bird That Flies with Two Wings: Kastom and State
Justice System Vanuatu (Australia: ANU Press, 2011), 36.
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Konsep hukum yang didasarkan pada suatu nilai-nilai agama,
termasuk agama Islam, juga mengalami pluralisme. Sejarah telah
membuktikan bahwa di dalam hukum Islam juga terdapat pluralisme
hukum. Ini dibuktikan dengan adanya mazhab-mazhab hukum yang
beraneka ragam. Pluralisme dalam hukum Islam disebabkan oleh
epistemologi hukum Islam yang menekankan kemajemukan petunjuk
Tuhan dan menolak pembentukan sebuah institusi tunggal yang
bertugas menjelaskan dan mengungkap hukum Tuhan.®® Sebab lain
yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan metode filsafat
hermeneutis dalam menerjemahkan makna yang ada di balik suatu
hukum. Filsafat hermeneutis itu sendiri merupakan bagian dari
pemikiran-pemikiran filsafat yang mencoba menjawab problem
kehidupan manusia dengan cara menafsirkan apa yang diterima oleh
manusia dari sejarah dan tradisi.®’

Hubungan pluralistik dapat mengubah kelembagaan dan secara
normatif terhadap sistem peradilan setempat.®® Oleh sebab itu, dengan
mendasari adanya pluralisme hukum, pemberlakuan suatu aturan di
daerah tertentu tidak serta-merta didasarkan pada satu aturan tunggal
yang dibuat oleh lembaga legislasi semata, tetapi tetap harus
menghormati adat istiadat setempat yang adiluhung (bahasa Jawa)
yang telah menjadi konsensus bersama masyarakat setempat.
Pluralisme hukum menawarkan suatu model yang berfokus pada
pluralitas dalam memahami hukum dengan tiga elemen dasar, yaitu
natural law, positive law, dan socio-legal.®®

8 Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke
Fikih Otoritatif, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi IImu
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Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik kultur
budaya, suku bangsa, bahasa, kepercayaan atau agamanya, maupun
hukum adat istiadat. Semua terbingkai dalam konsep ‘“bhinneka
tunggal ika”. Begitu juga hukum yang hidup (living law) saling
berinteraksi satu dengan yang lainnya menjadikan hukum penuh
warna dan menjadikannya suatu pilihan hukum dalam memecahkan
suatu permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

Hukum yang hidup di masyarakat perlu dilakukan pembinaan
hukum agar hukum tersebut tidak saling berbenturan dan saling
berupaya mengalahkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa adanya pluralisme hukum yang hidup dalam suatu
negara merupakan pilihan orang terhadap pranata hukum dalam
penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan suatu pendekatan
komplementer, adanya pluralisme hukum menjadikan hukum yang
ada di tengah masyarakat saling melengkapi dan bukannya saling
mengalahkan.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses atau cara dilakukannya upaya
untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata.”
Tujuan penegakan hukum adalah melaksanakan aturan hukum
normatif atau segala peraturan perundang-undangan menjadi nyata.
Pada sisi lain, secara ideal tujuan hukum adalah untuk menjamin
kebahagiaan masyarakat guna terwujudnya nilai-nilai keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pendapat
Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Syamsul Wahidin bahwa
tujuan hukum adalah untuk memperoleh tiga hal: kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan.”* Ketiga unsur dalam penegakan tersebut
bersifat simetris yang merupakan suatu kesatuan bulat dan utuh serta
tidak terpisahkan dalam suatu sistem peradilan pidana.

Akhir dari suatu proses penegakan hukum adalah pemidanaan
sehingga siapa yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan maka ia

0 Samsul Wahidin, Politik Penegakan Hukum di Indonesia (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2017), 36.
" 1bid., 50.
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harus mendapatkan suatu balasan berupa hukuman. Penegakan hukum
dan sistem pemidanaan merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Penegakan hukum dibentuk guna memberikan perlindungan kepada
pencari keadilan (justisiabelen) dari segala tindakan kesewenang-
wenangan. Dari ketiga asas dalam penegakan hukum, apabila
disederhanakan, hasilnya menjadi dua asas, yakni asas keadilan dan
asas kemanfaatan, karena sesungguhnya asas kepastian hukum disebut
juga asas keadilan prosedural.”

Keadilan undang-undang adalah keadilan formal, bukan berarti
undang-undang tidak adil secara substansi.”® Di lain pihak, hukum
positif dalam menjatuhkan pidana bukan hanya didasarkan pada
pertimbangan bahwa perbuatan seseorang itu keji atau tidak,
melainkan lebih dititikberatkan pada sejaunh mana kerugian yang
diderita masyarakat.”. Adapun karakteristik suatu peradilan yang adil
menurut Agus Takariawan adalah

“Karakteristik dari suatu peradilan yang adil adalah peradilan
yang taat terhadap hukum acara, adanya kepastian hukum,
pemberian kesempatan yang sama bagi setiap pihak dalam
peradilan, peradilan yang tidak memihak, adanya keseimbangan
dalam Dberacara, serta taat terhadap asas-asas dalam
pembuktian,”’

Peradilan yang adil merupakan harapan semua orang sehingga
mampu memberikan jaminan para pencari keadilan (justisiabelen)
guna mendapatkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan
perundang-undangan yang berlaku. Jaminan perlindungan bagi
partisipan merupakan masalah utama yang perlu mendapatkan
perhatian dalam penegakan hukum.”® Oleh karena itu, dapat

2 |bid., 51.

8 Ni Ketut Sri Utari, “Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah
Konstitusi (Perspektif Hak Asasi Manusia,” Disertasi (Universitas Airlangga,
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disimpulkan bahwa usaha penegakan hukum merupakan suatu usaha
bersama sehingga setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi
dalam usaha penegakan hukum demi kepentingan nasional dan
kepentingan diri sendiri.”’

4. Teori Retributif dan Utilitarian

Teori pemidanaan di Indonesia menggunakan model “teori
tujuan” (teori relatif, teori perbaikan). Teori tujuan membenarkan
pemidanaan tergantung pada tujuan pemidanaan, yakni perlindungan
masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.”® Teori tujuan
menitikberatkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat
maupun kepada kepentingan masyarakat umum sehingga harus
mempertimbangkan upaya pencegahan pada masa yang akan datang.
Tujuan pemidanaan harus meliputi pencegahan, perbaikan atau
pendidikan bagi penjahat, menyingkirkan penjahat yang sudah kebal
ancaman pidana dari pergaulan masyarakat, dan menjamin
kepentingan umum.

Menurut Sianturi dengan mengutip pendapat Herbert L. Pecker,
tujuan pemidanaan secara garis besar terbagi menjadi dua teori, yaitu
teori retributif dan teori utilitarian.” Teori retributif melihat
pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang
dilakukan oleh pelaku atas dasar tanggung jawab moral masing-
masing. Di lain pihak, teori utilitarian melihat pemidanaan dari segi
kemanfaatan sehingga pemidanaan selain dimaksudkan untuk
memperbaiki sikap atau tingkah laku, juga dimaksudkan sebagai
upaya mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa
pada kemudian hari.

Prinsip dasar tentang keadilan adalah meletakkan setiap
individu mempunyai kedudukan setara antara individu satu dan
individu yang lainnya. Esensi keadilan dari adanya norma hukum
positif adalah menjadikan individu di dalam masyarakat dan negara

" 1bid.
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memperoleh jaminan kebahagiaan. Oleh karena itu, hakikat
pemidanaan adalah menciptakan suatu keadilan dan kemanfaatan di
dalam masyarakat.

Mengenai prinsip dasar tentang keadilan, McCoubrey dan
White dengan mengutip pendapat Jhon Rawls menjelaskan “Each
person is to have an equal to the most extensive total system of equal
basic liberties compatible with asimilar system of liberty of all”
Masih tentang prinsip-prinsip dasar suatu nilai keadilan, H.LA. Hart
mengemukakan sebagai berikut.

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa individu di
hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa
kesetaraan atau tidak kesetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu
yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan
sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika
terganggu. Disitulah menurut tradisi keadilan dipandang
sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (balance)
atau jatah bagian (proportion) dan kaidah pokoknya sering
dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa,
kendatipun demikian kita perlu menambahkan pandangan dan
perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.”®!

Tidak jauh berbeda dengan tujuan pemidanaan secara umum,
pemidanaan dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan
hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan
jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, serta
perlindungan terhadap hak-hak si korban.®? Pemidanaan juga memiliki
definisi lain, yaitu suatu penderitaan yang dibebankan kepada
seseorang akibat perbuatannya melanggar suatu aturan. Maksud dan
tujuan dari suatu pemidanaan dengan hukuman tertentu adalah untuk
mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau

8 Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, Textbook on Jurisprudence,
ed. ke-2 (London: Blackstone Press Limited, 1993), 267.

81 Hart, Konsep Hukum, 246.

82 Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam
(Perspektif Filsafat Hukum),” Jurnal Pembaharuan Hukum 1, no. 2 ( Mei—
Agustus 2014): 178-179.
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kemudaratan. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki
individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka.

Pemidanaan wajib berdiri di atas suatu nilai dasar yang dapat
mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pemidanaan dapat
memenuhi tugas yang seharusnya. Bentuk suatu pemidanaan yang
diberikan kepada pelaku pidana tidak boleh bertentangan dengan
keyakinan agama mana pun yang dianut oleh masyarakat di Indonesia.
Pemidanaan harus diarahkan pada penyadaran iman dari seorang
terpidana agar bertobat dan kemudian menjadi insan yang beriman dan
taat.®®

Setidaknya, dalam konsep pemidanaan, terdapat empat tujuan
hukuman dalam hukum pidana Islam,® yaitu (1) menegakkan
keadilan; (2) memberi efek jera terhadap pelaku pidana; (3)
memberikan pencegahan secara umum (prevensi general); dan (4)
memperbaiki pelaku. Dalam hukum pidana Islam yang paling penting
dan mendasar, tujuan utama pemidanaan adalah memiliki fungsi
takwa,® yaitu memungkinkan manusia introspeksi diri secara tepat
dan membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga
mencapai taraf di mana seseorang mampu melakukan penyinaran bagi
dirinya sendiri.

Pemidanaan bagi diri pelaku, selain bagi terpidana mati
diarahkan sebagai sarana pertobatan untuk memperbaiki (reformasi)
diri agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Konsep tersebut
sejalan dengan pendapat Sutherland, yaitu “We send criminal to prison
as a punishment, and then we attempt by means of social work and
educational, religious, and psychiatric methods to reform them while
are being punished”

8 Ali Abu Bakar dan H. Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh: Sebuah
Pengenalan (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), 25.

8 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema
Insani, 2003), 93.

8 Sutrisno, Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan
Sistem Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 144.

8 Edwin H. Sutherland, On Analizing Crime (Chicago and London: The
University of Chicago Press, 1973), 167.
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Konsep dasar dalam pemidanaan menurut hukum Islam, Ibnu
Qayyim menjelaskan bahwa dasar dan asas syariat adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat,
kemaslahatan, dan hikmah. Jika keluar dari keempat nilai yang
dikandungnya, hukum tersebut tidak dapat dinamakan syariat.®” Untuk
mewujudkan kemaslahatan tersebut, secara filosofi tujuan adanya
penetapan hukum dalam hukum Islam terangkum dalam magqasid asy-
syari‘ah.8® Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan
disyariatkannya hukum Islam adalah demi kebaikan (maslahat) bagi
umat manusia.

Syarat pemidanaan bertitik tolak pada dua sasaran pokok yang
menerapkan konsep keseimbangan monodualistik antara kepentingan
masyarakat dan kepentingan individu. Barda Nawawi menjelaskan
bahwa syarat pemidanaan didasarkan dua pilar/asas yang sangat
fundamental, vyaitu asas legalitas (yang merupakan asas
kemasyarakatan) dan asas kesalahan/kulpabilitas (yang merupakan
asas kemanusiaan/individu).%®

Barda Nawawi menjelaskan bahwa ada dua syarat yang harus
dipenuhi agar seseorang dapat dipidana, yaitu adanya perbuatan
lahiriah yang terlarang (actus reus) dan adanya niat jahat (mens rea).*
Pada konteks ini, berdasarkan asas legalitas tersebut, dalam memidana
seseorang harus didasarkan pada suatu aturan telah clear sehingga
tidak membuka peluang adanya analogi yang menyesatkan. Hans
Kelsen mengemukakan, “Karena itu tidak dapat dikatakan ada analogi
yang riil antara kebenaran dari sebuah pernyataan dan penaatan dari

sebuah norma”.**

87 Syafiq, “Rekonstruksi Pemidanaan,”182.

8 bid.

8 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif
Kajian Perbandingan, cet. ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 19.

% Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, cet. ke-10
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 36.

% Hans Kelsen, Hukum dan Logika, terj. B. Arif Sidharta, cet. ke-2
(Bandung: Penerbit PT Alumni, 2002), 52.
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Pemidanaan, selain didasarkan pada asas legalitas, secara
materiel juga harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum yang
didasarkan pada asas kulpabilitas atau kesalahan karena penghukuman
merupakan pembalasan atas kesalahan. Terkait hal tersebut, Pompe
menjelaskan,

“Straf is in wezen vergelding der aan sculd te wijten
normovertreding, kort gezegd: vergelding van schuld. De straf
heeft ten doel, als sanctie: de handhaving der rechtcode, als
instituut van het recht: de behartiging van het algemeen
welzijn.”%?

Terjemahan bebas: Hukuman pada dasarnya adalah pembalasan
atas pelanggaran norma karena rasa bersalah, singkatnya:
pembalasan atas kesalahan. Tujuan penghukuman adalah,
sebagai sanksi: penegakan hukum, sebagai institusi hukum:
mempromosikan kebaikan bersama.

Sejalan dengan pendapat Pompe, van Bemmelen, seorang ahli
kriminologi, menjelaskan bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga
unsur penting di dalamnya, yaitu sanksi tertentu, moralitas, dan upaya
pencegahan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Lebih lanjut,
Bemmelen menjelaskan, “Het strafrecht heeft in de eerste plaats
betekenis voor alle mensen, doordat het bepalde belangrijke en ook in
de moraal gegeven worden van een bepaalde sanctie voorziet,
teneinde eigen richting en chaos te voorkomen” (terj.: Hukum pidana
memiliki makna pertama bagi semua orang karena memberikan sanksi
tertentu yang penting dan juga moralitas guna mencegah arah dan
kekacauannya sendiri).*

Suatu konsep pemidanaan dalam suatu negara harus
memperhatikan aspek filosofi yang hendak dicapai dalam konsep

% W.P.J. Pompe, Publiek-en Privaatrecht 19: Handboek Van Het
Nederlandse Strafrecht, ed. rev. ke-4 (Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij
W.E.J. Tjeenk Willink, 1953), 200.

% J.M. Van Bemmelen, Publik-en Privaatrecht No. 26: Criminologie
Leerboek Der Misdaadkunde Aan De Hand Van Nederlandse Gegevens En
Onderzoekingen, cet. ke-3 (Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk
Willink, 1952), 9.



37

tersebut. Paham modern mengenai pidana adalah bahwa pidana
merupakan alat untuk mencapai tujuan negara.’* Dengan demikian,
suatu konsep pemidanaan tidak bisa melupakan esensi dasarnya, yaitu
kepentingan negara. Kepentingan negara di dalam pemidanaan
mengakomodasi segala kepentingan yang ada, baik kepentingan
korban, kepentingan pelaku, maupun kepentingan negara itu sendiri,
yaitu tegaknya hukum dan pemerintahan guna menjamin keadilan
sosial. Dengan demikian, baik teori penegakan hukum maupun teori
pemidanaan, keduanya sama-sama menitikberatkan pada dua asas
hukum yang mendasar, yaitu asas keadilan dan asas kemanfaatan.

F.  Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan bagian dari pengembangan
hukum. Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan
dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat.*® Di sisi lain,
ilmu hukum adalah disiplin ilmu yang sui generis atau memiliki ciri
khas dibandingkan disiplin ilmu lainnya. Dengan kata lain, ilmu
hukum merupakan ilmu jenis tersendiri.*® Sebagai disiplin ilmu yang
sui generis, ilmu hukum secara garis besar memiliki dua jenis metode
penelitian, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum
normatif.

Basis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau lazim
disebut penelitian hukum doktrinal (doctrinal reaserch). Oleh karena
itu, pangkal tolak yang dijadikan objek bahan kajian berupa data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum
sekunder. Metode dalam penelitian ini biasa disebut sebagai library
based focusing on reading and analysis of the primary and secondary
materials.®” Bahan hukum primer berupa produk hukum peraturan
perundang-undangan di Indonesia beserta aturan turunannya sesuai

% S.R. Sianturi, Hukum Penitensia di Indonesia (Jakarta: Babinkum TNI,
2014), 42.

% Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, IImu Hukum, Teori
Hukum, dan Filsafat Hukum, terj. B. Arief Sidharta, cet. ke-3 (Bandung: PT
Refika Aditama, 2009), vii.

% Hadjon dan Djatmiati, Argumentasi Hukum, 1.

% Ibrahim, Teori dan Metodologi, 46.
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dengan tema penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder berupa
literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang
diperoleh melalui studi kepustakaan.

Meskipun dalam penelitian hukum normatif tidak mensyaratkan
(mengharuskan) seorang peneliti untuk terjun langsung ke lapangan
(field reaserch) yang hasilnya berupa data primer, tetapi untuk lebih
memperkuat argumentasi hukum sebelum menganalisis lebih jauh
sehingga dalam penelitian hukum ini menjadi objektif, fakta empiris
tidak dapat dikesampingkan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini juga
telah dilakukan wawancara langsung dengan narasumber, yaitu
stakeholder terkait dan juga para ahli hukum mulai bulan Januari 2021
sampai dengan bulan Maret 2022. Pendapat hukum dari seseorang
yang diwawancarai dituangkan dalam bentuk tertulis dapat dijadikan
sebagai bahan hukum sekunder.%

Wawancara langsung dalam penelitian ini telah dilakukan
melalui media komunikasi yang ada dengan pejabat (stakeholder)
terkait, khususnya yang berwenang langsung menangani bidang
penegakan hukum pidana di lingkungan TNI, mulai peradilan militer
di Provinsi Aceh hingga di tingkat pusat di Jakarta. Dalam penelitian
ini, wawancara telah dilakukan dengan Kepala Pengadilan Militer I-
01 Banda Aceh yang telah ditunjuk secara khusus oleh institusi di
atasnya guna memberikan jawaban dari segala pertanyaan sesuai
dengan tema.

Wawancara lain dalam penelitian ini juga dilakukan dengan
berbagai narasumber, yaitu Kepala Hukum Kodam Iskandar Muda
Banda Aceh, mantan Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda, Kepala
Oditurat Militer Tinggi | Medan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi |
Medan, mantan Hakim Militer Utama Pengadilan Militer Utama
Mahkamah Agung, dan mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang
merupakan unsur dari pemerintah pusat, serta Ketua Tim Dosen
Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) selaku stakeholder pengkaji
hukum militer di Indonesia. Selain wawancara dengan berbagai

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media,
2005), 165.
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narasumber sebagaimana diuraikan di atas, untuk menjaga objektivitas
analisis serta menjauhkan diri dari sikap subjektivitas penulis, dalam
penelitian ini telah dilakukan wawancara khusus dengan salah satu
mantan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga
merupakan pakar hukum tata negara di Indonesia untuk diminta
pendapat hukumnya.

Pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue
approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan
pendekatan kasus (case approach). Pemilihan pendekatan dalam
penelitian hukum ini dilakukan dengan maksud agar lebih fokus dan
tidak menjadikan bias hasil kajiannya. Morris L. Cohen dan Kent C.
Olson menjelaskan, “Legal research is rarely confined to the insular
world of case, statutes, and law review articles”.*°

Fakta-fakta yang ada dianalisis secara kualitatif, yaitu melalui
pengkajian dan pemikiran secara mendalam terhadap objek penelitian.
Fenomena yang diangkat dalam penelitian disertasi ini dibahas dan
dikaji menggunakan asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, teori-
teori hukum, dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan normatif,
kemudian dideskripsikan secara terperinci. Hasil penelitian kemudian
dideskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap
permasalahan dan fenomena-fenomena yang diteliti.

Deskriptif analitis adalah permasalahan yang ada dipaparkan
dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori-teori
hukum yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan
gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.'® Tujuan akhir
deskriptif analitis dalam penulisan ini adalah untuk memudahkan
pembaca memahami secara objektif bagaimana sesungguhnya
keberlakuan ganun jinayat Aceh bagi setiap prajurit TNI di Aceh dan
sistem penegakan hukumnya jika melakukan pelanggaran ketentuan
ganun tersebut.

% Moris L. Cohen dan Kent C. Olson, Legal Research, cet. ke-7 (St. Paul,
Minn: West Grup, 2000), 295.

10 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006), 134.
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Tahap akhir dalam penulisan disertasi ini berupa kesimpulan
yang diperoleh dari analisis terhadap pokok permasalahan dengan
menggunakan asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, maupun teori-
teori hukum guna menemukan suatu novelty yang dituangkan dalam
klaim khusus (particulars claim). Novelty adalah unsur kebaruan atau
temuan dari sebuah penelitian dan karya tulis, di mana dikatakan baik
jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi dan
bermanfaat baik bagi keilmuan maupun kehidupan.’® Mengenai
klaim suatu novelty, K.L. Bhatia menjelaskan, “This document
contains details of claimant's claim which must be contain in the claim
form or served shortly after the claim form has been seved. The
particulars should be a concise statement of facts of the claim”.1%2

Klaim mengenai novelty dalam penelitian ini berisikan hal-hal
khusus yang merupakan pernyataan singkat tentang fakta klaim, yakni
gambaran singkat bagaimana sesungguhnya keberlakuan ganun
jinayat Aceh bagi setiap prajurit TNI di Aceh dan sistem penegakan
hukumnya, sehingga baik kalangan akademisi maupun praktisi
mengetahuinya. Dengan demikian, novelty ini dapat memberi
kontribusi bagi stakeholder terkait dalam menciptakan suatu sistem
penegakan hukum pidana yang baik dan bermartabat di bumi Aceh
dengan tetap menghargai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh
yang islami serta nilai-nilai pluralisme.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam  penulisan  disertasi dengan judul
“Kompleksitas Pemberlakuan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem
Penegakan Hukum Pidana bagi Prajurit TNI” akan dituangkan secara
terperinci yang terbagi dalam lima bab.

Bab | berisi uraian tentang latar belakang permasalahan,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,

101 vide Keputusan Kasespim Lemdiklat Polri Nomor: kep/16/111/2022
tanggal 17 Maret 2022 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Peserta Didik
Sespimti Polri, 5.

102 K.L. Bhatia, Textbook on Legal Language and Legal Writing (New
Delhi-India: Universal Law Pablishing CO.PVT.LTD., 2010), 86.
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kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, jadwal penelitian,
dan sistematika pembahasan. Bab ini berisi argumentasi ilmiah
mengapa perlu dilakukan penelitian. Terjadinya gap antara das Sein
dan das Sollen yang dalam penelitian hukum normatif dimaknai
adanya konflik norma, norma kabur, dan kekosongan norma. Bab ini
menguraikan konflik norma yang terjadi antara hukum militer dan
ganun jinayat dalam sistem penegakan hukum pidana di Aceh.
Persinggungan (irisan) keduanya tidak terelakkan karena ganun turut
serta mengatur tata kehidupan militer berupa penundukan diri prajurit
TNI ke dalam justisiabel peradilan syariat Islam di Aceh. Di sisi lain,
prajurit TNI telah ditundukkan ke dalam justisiabel peradilan militer
dan telah memiliki konsep penegakan hukum tersendiri yang berlaku
secara universal. Dualisme hukum inilah yang menimbulkan ganun
jinayat vis-a-vis hukum militer sehingga validitas ganun jinayat Aceh
sepanjang mengatur penundukan diri prajurit TNI ke dalam justisiabel
peradilan syariat Islam di Aceh dipertanyakan.

Bab Il menguraikan jawaban terhadap rumusan masalah
pertama, Vyaitu terkait eksistensi ganun jinayat Aceh dan
kedudukannya dalam sistem hukum militer di Indonesia. Bab ini
menguraikan latar belakang pemberlakuan ganun jinayat di Aceh dan
kedudukannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta
kedudukannya dalam sistem hukum militer dengan terlebih
menguraikan landasan hukum militer, sumber-sumber hukum militer,
cakupan, dan asas-asas hukum militer.

Bab [1l dalam kajian ini masih melanjutkan jawaban rumusan
masalah pertama dan fokus menguji validitas ketentuan Pasal 95 dan
96 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
sepanjang mengatur penundukan diri prajurit TNI ke dalam justisiabel
peradilan syariat Islam untuk mengetahui status keberlakuannya bagi
prajurit. TNI di Aceh dalam sistem penegakan hukum pidana.
Sebelumnya, untuk memperkuat analisis argumentasi hukum, dalam
bab ini disajikan pendapat hukum dari stakeholder terkait dan
serangkaian konflik norma ganun dengan berbagai undang-undang.

Bab IV menguraikan implikasi pemberlakuan ganun jinayat
terhadap sistem penegakan hukum bagi prajurit TNI di Aceh (rumusan
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masalah kedua). Dialektika kedua konsep sistem penegakan hukum,
baik menurut ganun jinayat maupun menurut hukum militer, diurai
dalam bingkai pluralisme hukum, didialogkan, sehingga menemukan
jalan tengah menyatukan dua konsep tersebut atau sebaliknya, kedua
sistem penegakan hukum berjalan sesuai struktur hukumnya masing-
masing. Bab ini juga menguraikan argumentasi penerapan ganun
jinayat dalam sistem penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di
Aceh memunculkan problematika (rumusan masalah ketiga). Segala
perbedaan mendasar konsep pemidanaan antara ganun jinayat dan
hukum militer diuraikan secara komprehensif sehingga diperoleh
jawaban apakah ganun jinayat dengan konsep pemidanaannya relevan
diterapkan dalam sistem penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI
di Aceh yang telah memiliki budaya hukum tersendiri atau justru
sebaliknya (kontraproduktif).

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian
dan saran akademik.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, ganun jinayat bagi
prajurit TNI tidak memiliki daya laku mengikat (binding force) bagi
prajurit TNI dalam sistem penegakan hukum pidana di Aceh.
Kompleksitas problematika yuridis menjadi celah hukum berlakunya
ganun. Superioritas hukum militer yang yurisdiksinya menjangkau
hingga luar negeri dan berlakunya asas kesatuan komando dan
kepentingan militer tertutup untuk dapat disimpangi ketentuan ganun
jinayat Aceh, mengingat dalam hukum militer masih berlaku
ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer,! Pasal 2 KUHPM,? dan Pasal 65 ayat (2) juncto ayat
(3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.®

Kedua, adanya ganun jinayat tidak memengaruhi sistem
penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh. Perbedaan
konsep pemidanaan antara ganun jinayat dan hukum militer sulit
dipersatukan dalam satu konsep penegakan hukum menurut ganun

! pasal 9 berbunyi, “Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
berwenang: 1. Mengadili tindak pidana oleh seseorang yang pada waktu
melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit ....”

2 pPasal 2 KUHPM berbunyi, “Terhadap tindak pidana yang tidak
tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang
yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana
umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan undang-
undang”.

3 Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI berbunyi, “Prajurit tunduk
kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer
dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum
pidana umum yang diatur dengan undang-undang”; dan ayat (3) berbunyi,
“Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur
dengan undang-undang”.

225
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sehingga bagi setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana
bersama muslim sipil di Aceh, penegakan hukumnya dilakukan secara
terpisah (splitsing) dari muslim sipil tersebut. Ketiga, ganun jinayat
Aceh yang mengadopsi konsep pemidanaan pada tindak pidana ringan
tidak relevan diterapkan bagi prajurit TNI karena dapat
mendekontruksi sistem pemidanaan militer yang sudah terkonstruksi
dengan sistematis dalam rangka mendukung sistem pertahanan
negara. Hakikat tujuan pemidanaan militer adalah mengembalikan
sikap, nilai, dan pandangan militer (military mind) yang hanya dapat
tercapai dengan menerapkan hukuman bersifat pemberatan.
Pemberatan hukuman sebagai sarana membentuk prajurit TNI
menjadi pribadi yang disiplin, taat kepada atasan, dan senantiasa
menjunjung tinggi serta mematuhi nilai-nilai hukum yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan
perlunya dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti berikutnya
mengenai sejarah hukum pembahasan draf Rancangan Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sehingga
munculnya ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 yang mengatur
penundukan diri prajurit TNI pada ketentuan ganun jinayat Aceh.
Perlu pula diteliti bagaimana pelibatan aparatur penegak hukum di
lingkungan peradilan militer yang ada di dalam pembahasan pasal
tersebut, yakni Kepala Oditurat Militer 1-01 Banda Aceh yang
merupakan kepanjangtanganan (alter ego) Panglima TNI di bidang
penuntutan dan Kepala Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, karena
kedua lembaga dimaksud lebih memahami hukum militer dan
karakteristik sistem pemidanaan di lingkungan TNI.
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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM).

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
(UUPA).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.


http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000141/swf/3875/files/basic-html/page8.html
http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000141/swf/3875/files/basic-html/page8.html

240

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin
Militer.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik
Indonesia.

Surat keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XI1/1993
dan Nomor: M.57.PR.09.03/1983 tentang Pembentukan Tim
Tetap.

Peraturan Panglima Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman
Administrasi Umum Tentara Nasional Indonesia dan Petunjuk
Teknis Tulisan Dinas TNI.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2020 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan
secara Elektronik.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22
Oktober 2019.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara
Jinayat.
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PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor
18/IN/2018/MS.Bkj tanggal 7 Desember 2018.

Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 13/JN/2019/MS.Jth
tanggal 6 Agustus 2020.

Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 7/JN/2021/MS.Jth
tanggal 24 Februari 2021.

Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor: 44-K/PM I-
01/AD/1V/2019 tanggal 4 Juli 2019

Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 27-K/PM.I-
01/AD/1V/2020 tanggal 4 Mei 2020.

Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 25-K/PM I-
01/AD/I11/2020 tanggal 28 April 2020.

Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 72-K/PM I-
01/AD/1V/2020 tanggal 4 Mei 2020

Putusan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 50-K/PM. I-
01/AD/V1/2020 tanggal 14 Juli 2020.
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